PEMERINTAI KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 15 'AHUN 2000

TENTANG
Q'SUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

hOTA MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Venimbang  :  a. bahwa schubungan dengan perubahan organisasi Pemernintah
2 Macrah, maka dipandang pcrlu.mt:nr:l:tpl_::ﬂm P::rulur:lm Ducrgh
vane mengatur Susunan Organisas: dan I'ulu};::qa Sekretanat
-lJur.:hluh Jan Sckretanat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kota Magelang |
pengaturan tersebut  dimaksudkan  untuk  dapat

ahwa ! . ‘
> bdhx cuatkan dengan lugas pokok dan lTungst Sekrelanal
ner el (- _
'D ;'nh dan Sekretanatl pewan Perwakilan Rak}'at | daerah
ac . ;

e dan berhasil guna :

cecara berdavagund
mauksud lersebut  diatas  perlu diatur - dan

Al luk
¢ bahwa un can Peraturan |Jaerah Kota Magelang ;

ditetapkan den

' . a Uindang-Undang Dasar 1945 ;
"EE“EU”E&I - |. Pasal 5ayal (2) Vncatit

2. Ketetapan

-----

=
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- Ketetapan Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesta Nomar XV /' MPR qu,:}g tentang Pénvclﬂn??ﬂm““
(tonomi Daerah: Pengaturan. Pembagian dan Pemantaatan
S_umbcr Dava Nasional vang berkeadilan ; serta perimbangan
Kenangan  Pusat dan  Dacrah  dalam kcrangka Ncgara
Kesatuan Republik Indonesia -

3. Ketetapan - Majclis  Permusyawaratan Rakyat  Republik
Indonesia Nomor 1V . MPR - 2000 tentane Rekomendasi
Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah |

4. Und;mg—umlﬂng Nomor 17 Tahun 1950  tentang
Penlbcmukkan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

LA

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839 -

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pecnimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Ncgara Republik indoncsiaTahun 1999 Nomor 72, Tambahan
[ embaran Neoara RI Nomor 3848) ¢

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3041) schagaimana tclah diubah dengan lindang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan [Lembaran

Negara RI Nomor 3R90)

8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kcwenangan Pemenntah dan Kcwenangan Propinsi schagai
Dacrah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) .

G Peraturan Pemerintah  Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 163) |

Dcngan ... .
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Dengan Persetujuan

pEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAII KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

epetapkan 1 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
| SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKIRJA
SERRETARIAT DAFRAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcraturan dacrah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Magelang ;

b. Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kola Magelang ;
Walikota adaluh Walikota Magelang ;

Wakil Walikola adalah Wakil Wahkotla Magelang -

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Magelang .

e Seckretariat Daerah vang selanjutnya disingkat Setda adalah
Qekretariat Daerah Kota Magelang ¢

.

o e

f SQekretaris Daerah vang selanjutnya disingkat Sekda adalah
Seliretaris Daerah Kota Magelang .

Sekretariat Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretaniat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang :

e

b Sekretaris Dewan DPerwakilan  Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

BAB II ... .

'ad
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BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Dacrah i dibentuk Sekretanal Daerah
dan Sekretaral Dewan Perwakilan Rakyal Daerah.
(2) Orgamsast Setda dan  Setwan dibentuk berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagal berikut :
a. kewenangan Pemenntahan .
b. karaktenstik. potensi dan kebutuhan ;
¢. kemampuan keuangan |
d. ketersediaan sumber daya aparatur . f
e. pengembangan pola kerja sama antaf daerah dan
dengan prhak kebiga.

BAB 111
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

K edudukan. Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang

| Sekretaris Daerah vang berada di bawah dan bertanggung
i&’t‘h’ﬂb kapadﬂ Walikota.

(2) FSetda mempunyal  tugas membantu Walil-:nta. dalam

claksanakan W& penyclenggaraan Pcmerintahan,

Edministrﬂsi- Organisasi dan. +Tmaﬂ [.aksana serta

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh
perangkal daerah Kota.

(3) Dalam menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

3) sada ayal (2) Pasal int. Sctda mempunyai fungsi :

. pcngkm-.rdinasian perumusan kebiyjakan pemerintah
dacrah -

b pcnwlcnggaraan administrasi pemerintahan |

i pcnpciniﬂ:m sumber dava  aparatur,

keuangan
prasarana dan sarana pemenntahan dacrah |

4 pelaksanaan tugas lain yang dihcrikan oleh Walikots
. cesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ... .
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Bagian Kedua
Organmisasi Selda

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Setda terdin dari -
a. Sekretans Daerah -
b. Asisten Sckretans Daerah. meliputt

. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan
Pembangunan °

2. Asisten Sckretaris Daerah bidang Administrasi,
[-konomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

¢. Bagian, meliputi .

| . Bagian Tata Pemenntahan ;

rJ

Bagian Hukum ;

'

Jagian Organisast ;
Bagian Pembangunan ;
Bagian Umum ;

Bagian Keuangan |

e IS 5

Bagian Perckonomian :
8. Bagian Kesejahteran Masyarakat.
d. Kelompok Jabatan ['ungsional.

(2) Asisten Gekretaris  Daerah  bidang Pemerintahan dan
~ Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

int. meliputi
a. Bagian Tata Pemerintahan. terdin dan :
{ Sub Dagian Tata Pemerintahan Umum

2 Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan.

b. Bagian Hukum, terdiri dam :

| Sub Bagian Pcrundang-undangan ;

» Sub Bagian Bantuan Hukum ;

F

» Quh Bagian NDokumentast Hukum,

3

Bagian O1ganisast, terdunt dan @

F'.l

1. Sub RBagian Kelembagaan .
2. Sub Bagial K etatalaksanaan dan Analisa Formasi

Jabatan .
d. Bagian .

g |
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d. Bagian Pembangunan. terdiri d

I.Sub B

an :
apian T’ungun{hilmn Admimstrasi Pembangunan

7 Q -
<. >ub Bagian Pelaporan & Dokumentasi Pembangunan

-{ 1s ) =i : e i . :
(3) ﬁ-“-lhﬁ-‘n Sﬂl-.u.mnﬁ Dacrah bidang Administrasi, Ekonomi
dan [‘}ﬂﬁﬁlill’lltruun Masvarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, meliputi -
a. Bagian Umum | terdiri dari -

L. Sub Bagian Tata Usaha & Administrasi Kcpegawaian
2. Sub Bagian Perlengkapan, Keuangan dan Rumah
Tangga -
3.Sub Bagian Perjalanan, Protokol. Sandi dan
Telckomunikas: ¢
b. Bagian Kcuangan. terdin dar :

L. Sub Bagian Anggaran |

2. Sub Bagian Pecmbukuan |

3. Sub Bagian Venfikasi ;
4. Sub Bagian Perbendaharaan.
¢. Bagian Perekonomian, terdin dan :
I Sub Bagan Produksi Dacrah Brdang &
2 Sub Bagian Produksi Dacrah Bidang 11,
d. Bagian Kesejahleraan Masvarakat, terdirt dar
| Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat |
9 Sub Bagian Agama. Pendidikan. Kebudayaan.
Pemuda dan Olah Raga.
1 Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
(4) ;'\sihf-;-lq.:n Sekda sebagaimana dimaksud dalam avyat (1) Pasal

i dipimpin olch scorang Asisten Sckda vang berada
::]mb iwah dan hertanggung iawﬂb lﬂngsung kupnda Sekda
1D Wy e v o

Ragian <chagaimana dimaksud dalam avyat (1) Pasal ini

[ a0l - i , ; :

v 1';;ilmpin aleh scorang Kepala Bagian vang berada di bawah
i.. i . ’

dan bertanggung iawab langsung kepada Asisten Sckda.

cub Bagian chagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini
(6) '19-'1111“‘{” aleh searang Kepala Sub Bagian yang berada dan
mp '
‘;1”:111 ineoung jawah langsung kepada Kepala Bagian.
crtanggtiiis *

atan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat

, F o ;1|k _]ﬂh
(7) Kelomp or selaku Ketua Kelompok.

!'unﬂmnnul gent

Bagian ... ..
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Bagian Ketiga
Tala Kerja

Pasal 5

(1)

Dalur ok s

K r melaksanakan ugasnya Sekda para Asisten Sekda,
epa . I W Sy |

ke pda Hqé‘,ﬂn dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip
vordinasi. integrast dan smkromsast baik itern maupun

antar Unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan
lungsmya masing-masing.

Schiap prmpinan satuan orgamsast dilingkungan Setda waib
melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 0
(1) Dalam hal Walikota berhalangan, Wakil  Walikota
melaksanakan tugas-tugas Walikota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.
(2) Dalam hal Wakil Walikota berhalangan,  Sekda

melaksanakan tugas-tugas Walkota dan Wakil Walikota
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal Sekda berhalangan, tugas-tugas Sckda berada
© 7 dalam koordinasi seorang prmpinan yang ditumuk  oleh
Walikota dengan memperhatikan senioritas dalam daftar
urut kepangkatan..

Pasal 7
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Setda yang dijabarkan
beraaﬁurkam syisunan ﬂrganisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Peraturan Daerah it ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

BAB Il
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
K edudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

. Qekretariat DPRD merupakan unsur pelayvanan terhadap
(1) DL[H’IH} ot dipimpin oleh seorang Sekretaris  yang
e jawab kepada Pumpiman DPRD dan secara

N
yertangguns Jor "
be = “dibina oleh Sekretans Daerah.

ﬂdminirslrnlﬂ

(2) Sekretanat ..
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(2) Sekretan: |
) s =) _[?PRD mempunyai tugas memberikan pelayanan
admimistrant kepada anggota DPRIND.

3\ l}il E » » | o . -
(3) .'_,,I}Lm "“‘_“'."_'L]L”E}:urukun tugas schagaimana dimaksud ayat
(<) Pasal 1im Sekretariar DPRD mempunyai fungsi

. Tasihtasi Rapat anggota DPRD -
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas
anggota DPRD -

¢. pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Bagian Kedua

Orgamsast Sekretanat DPRD

Pasal 9
(1) Sckretarniat DPRD terdini dan
a. Sekretans DPRID ¢
b. Bagian Umum, meliputi :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
2. Sub Bagian Keuangan ,
3. Sub Bapan Rapat dan Risalah ;
4 Sub Bagian Produk [Tukum dan Perpustakaan.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pﬂ_sa] ini
B dip?mpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Sckretaris DPRD.
(3) Sub Pagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
- dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertangung  jawab langsung kcpada Kcpala

[3agian.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnys Sekretans DPRD, Kepala
r u = . . . - -
(1) l_hi . dan Kepala Sub [3agian menerapkan prinsip
ao01411. _ i - oy s
jdtrditi‘i‘*i ntegrasi dan sinkromsasy baik intern maupun
gl o430 e . . i '
KO il Oraniss! linnya. sesum dengan tugas pokoknya
y . 3

asing.

anla
masing-m

(2) Setiap .....
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(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sckretariat
DPRD bertanppung ~ jawab  memimpin  dan
mengkoordinasikan  bawahannya masing-masing  serta
memberikan  bimbingan dan pclunjuk-pemnjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11
(1) Dalam hal Sekretaris DPRI) berhalangan tidak tetap atau

semenlara tugas-lugasnya dilak sanakan oleh KQPHIH H“Eiﬂn
di Sekretanat DPRD yang ditunjuk oleh Wahkota den_gnn
memperhatikan saran  Sckretans DPRI) dan persetujuan

pimpinan DPRD.

(2) Dalam hal Sekretaris DPRD) berhalangan tetap, fugas-
tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian di S:kn:u:lnal
DPRD vane ditunjuk oleh Walikota dengan mcmpcrhut_:kﬂn
saran Sekretars Daerah. sampai dengan diangkatnya pejabat
Sckretaris DPRD vang baru scsuai dengan Pasal 29 ayat (2)
Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemcrintahan Dacrah.

Pasal 12

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsl Sekn:tari_at DPRD vang
d H‘h*nk:m herdasarkan — susunan  OTEHNISUS] sebagaimana
dl‘]mui"illd Pasal Y Peraturan Daerah im ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 13

hatan dyn kepangkalan serla susundn kepegawaian
yls

Jenjang )4 dengan peraturan perundang-undangan yang

diatur sesudl
berlaku.

Bagian ... ..
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Bagian Kedua

i : '
fulg.mgl-.ulun dan Pemberhentian

Pasal 14

(1) Stfkr_ut:uris Dacrah  diangkat dan  diberhentikan  oleh
Walikota.

(2) Sckretans Daerah diangkat olech Walikota atas persctujudn
j 2 . , ST d
Pimpinan DPRD darn Pegawar Negeri Sipil yang memenuh)
svarat dengan tata cara
a. Wahkota menyampaikan Calon Sekretans Daerah

kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persctujuan ;

b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersecbut dalam rapat
Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya
nada traksi dan 7 atau anggota DPRD

¢. Pimpinan DPRD memberi persetujuan  atau tidak
menvetujni usulan Walikota  berdasarkan kcabsahan
administrasi  Calon  Sekretaris  Daerah selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) han ;

d Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) han scbﬂgaimana
dimaksud pada huruf ¢ ayat tidak ada persctujuan,
maka usulan Walikota terschut dianggap disctujui .

e Atas penolakan sebagaimana tersebul pada hurut ¢ ayat
‘i Walikota mengajukan Calon lain dan Pegawai Ncgeri

Sipil vang memenuhi svarat ;
Pimpinan NPRID tidak memiliki kewenangan untuk
meneajukan calon alternatil.

(3) Pejabat Fselon 11 dan 11T diangkat dan diberhentikan oleh

Walikota.
(4) Pejabat Eselon [V dapat diangkat dan diberhentikan oleh

Sehrelans Duerah  alas  pehmpahan  kewenangan  oleh

Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

an Organisas Sctda dan Sckrctanat DPRD
rercantum dalam Lampiran, merupakan  bagian
ahkan dengan Peraturan Nacrah im.

BAB VI ... .

Bagan Susun

gebagaimand
vang tidak terpi

10
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BAB VI

KRETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Para Pejabat vane diangkat berdasarkan Peraturan Dacrah vang
ada schelumva,  fetap mclaksanakan  tugas-tugasnya sampal
dengan pengangkatan  Pejabat baru berdasarkan Peraturan
Daerah 1

BAD VI

PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

K otamadyvd NDaerah Tingkal 1T Magelang Nomor 5 Tahun 19‘-}'2
entang Susunan Organisasi dan Tata Kf::ria. Sekretariat
Wilavah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan F?.ﬂk‘}'ﬂt
Daer;ll Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang yang dirubah
jenean Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
;; ;iﬂ”,-_. Nomor 3 Tahun 1997 lentang Perubahan Pertama
- daerah Kotamadva Daerah Tingkat 1T Magelang

Peraturan

5 Tahun 1902 [entung Susunin Orgamsast dan Tals Kena
Nomor

Sekretariat Dewan Perwakilan

Dacruah Kotamadys Juerah Tingkat 1T Magelang serta
RH]&}’HI Lo -

. .ang bertentangan dengan Peraturan Dacrah ini
ain yan:

kctentuan i

Pasal 18 .....

|1
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Pasal 18

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengcnai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Dacrsh ini dengan penempataniiyd
dalam Lembaran Dacrah Kota Magelang.

N ‘ ~aclang
Diundangkan di Magelang

: 01
Pada tanoeal 2 Januarl =

SERRETARIS

Drs. 30 .
]'L‘-rﬂ?’ul‘i\f"‘l 1Lﬂ

NI, 30U 032 655

LEMBARAN DAER: :
FCAHLN 2001 NOMOK

SERI D NO. 1

Disahkan di Magclang

pada tanggal 7 ? Deseben 2 p0c

WALIKOTA MAGELANG

oy

H. FAHRIYANTO

ELANG

" Scanned by TapScanner



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAFRAH KOTA MAGETANG
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKFRIA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SERRETARIAT DFWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII

NOTA MAGELANG

. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah. maka pelaksanaan Otonom Dacrah vang luas. nyata dan
bertanecune jawab dengan ik berat di daerah Kota periu segera diwu udkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kemball
kelembagaun vane ada di Jacral, sehinpes Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat [ I'u-_'mg;lang Nomor 23 lahun 1997 tentang f'ﬁ:ruhﬂfl.f.lll'l Pﬂrtﬂlllii
i’m:nurun E)ur.:ruL Kotamadyva Daerah Tingkat 1 Mugclu.ug Nu?nm S Tahun 1992
an Oreansast dan Tate Kenue Sekretanal Wilayah Daerah dan

lenlane Susun . | -~
: 1, Rakvat Daerah Kotamadyva Daerah Tingkat 1l

Sekretariat Dewan Pervaki
M::lgt.:lung p::r]u diadakan penyesudizn

ul serta guna lebih memngkatkan Kelancaran

naksud terseb
LJ“IU‘\ I Pl:hl“-?‘:”!u”” ITEmiHl"EUIIL{" neeiri !?Er(.lﬂ}":i

; TS Punn.:rinluh:m dan ; o . B
pt.n}r:h.n:.__.lu.ull aka perlu enetapkan kembah Susunan dan Tata Kenja
guna dan berhasil gund. THEER

vl eeelurial  Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kola
Sekretarial Dacrah dan Schrelarid

aerah
Magelang dengan Peraturin Daer

Il PENTELASAN PASAL DEMI PASAL

. (_‘"k"p jC‘H-q-
Pasal 1 | |
Pasal ) . Cukup jelas
asal 2 avat { ' .
Sis gyttt _ . Yang dimaksud kewenangan Pemerintah adalah
Pasal 2 avat (2) hurul @ kc.ﬂ;ﬂangaﬂ Setda dan Setwan

C Culkup jelas.
Pasal 2 avat (2) huruf® gd e : Cukup|

. Cukup J‘:lﬂ':"
Pasal 3 d 19—
S 13
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